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BUPATI LEBONG 

PROVINSI BENGKULU 

PER,\TURAN BUPATILEBONG 

NOMOR O 3 l'AHUN 2015 

TENTANG 

PENEMPATAN UANG DAERAB PADA BANK OAERAH AT AU BANK UMUM 
PEMERINTAH DALAM .BENTUK DEPOSITO BERJANGKA 

DENGAN R.-'l.lfMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

llUPATI LEBONG, 

Menimbang : a. babwa bcrdasarkan kete.ntuan Pasal 193 ayat ( I) Undang- Undang Nornor 
32 Tahun 2004 tentang Pcmcrintahan Daerah sebagaimana tclah di.ubah 
kedua kali dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahw, 2008, uru1g milik 
Pemerintah Daerah yang semcntara belum digunakan dapat didcpositokan 
!ln/atau diinvestasi)(an dalam investasi jangka pendek sepaajang \idak 
mengganggu likuiditas kcwmgan Daerah; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal I I 6 Peraturan Perneriotah Nomor 58 
Tahun 2005 tcntang Pengelolaan Keuangan Dacrah, Pemerintah Oaerah 
dapat melakukan invostasi jangka pendek dan jangka panjang untuk. 
memperoleb m.unfaat ekonomi~ sosfol dan/alau manfant Lainnya; 

c. bahwa berdasarkan kctentwtn Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 39 
Tallun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dalarn hal terjadi 
kclebihan kos, Bendahara Umum Dacral1 dapat menernpatkan Uang Daerah 
pada rekening di. Bank ScntraVBank Umum yang rncnghasilkan bungaljasa 
giro deagan tingkat bunga }'aog berlnku, yang penempatannya diatur lcbih 
lanjut dengan Peran,ran Kepala Daeral1; 

d. bahwa berdasarl<an pertimbllngan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
huruf b dan huruf c, pcrlu menetapkan Peramran Bup•ti tentang Penempalan 
Uang Daerah pada Bank Oaerah atau Bank Umum Pemerintah dalarn 
Bentuk Deposi,o Berjungka. 

M.engiogaL : I. Undang-Undang Nom.or 09 Tahun !967 ttntang Pcmbentu.kaa Pmvinsi 
Bengkulu (Lembarat1 Negara RepubHk lndonesia Tahun 1967 Nomor 19, 
rrunbahan Lemt>aran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tcntang Perubahan atas Und:ang­
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1998 Nornor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3 790); 

3. Undang-Uadang Nomor 28 Tahun I 999 tcmang Penyclenggaraan Negara 
yang Bersib dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotism• (Leml>aran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undaag-Undang Nomor 17 Tahun 200J ttntMg Kcuangan Ne,gara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahw, 2003 Noinor 47, Tambaitan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pernbcntukan Kabupatcn 
l..cbong dan Kabupaten Kcpahiang di Provinsi Bcngkulu (lembarao Negara 
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Republi.lc lndonesiaTahun 2003 Nomor I 54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4349); 

6. Undang-Undung Nomor I Tahun 2004 1en1ang PerbendahllllUlll Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tumbahan 
Lcmbarnn Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undong-Undang Nomor l ~ Tllhun 2004 1~01ru1g P~nwrik~.n P~n3dol.w1 
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Uadang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Amara Pemerintah Pusal dan Pemerimahan Dacrnh (Lcmbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahua 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Uadang Nomor 12 Tabun 2011 tentang Pembenruka11 Peraturan 
Perundang-undangM (LembarM Negara Republik Indonesia Tahun 20 I I 
Nomor 82, Tarabahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 201 I tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belunja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembarnn Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 I Nomor I 13); 

i I. Undang-l/ndang Nomor 2j Tahun 2014 tentang Pemerintah Oaerah 
(Lcmbaran Negara Rcpubliik lndoaesia Tahua 2014 Nomor 244, l am.bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577); sebagaimana telah 
diubab dengaa Pemturaa Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tabun 20l4 tentang Perubahaa atas Undang-Undaag Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintab Daemh (Lembaran Negara Republik Indonesia 'fahun 
2014 Nomor 246, Tambahan Lcmbaraa Negara Republik Indonesia Nomor 
5589): 

12. Peroturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun I 968 teatang 
Berlakunya Undang-Unda.t\g Nomor 9 Tabun 1967 dan Pela.lcsruwan 
Pemerintah Provinsi Be<lgkulu (Lembaran Negara Republik lndoacsia 
Tabun 1968 Nomor 34, T,unbaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2854); 

13. Peraturan Pcmcrintah Nomor 24 Tabun 2005 1entang Standar Akun1ansi 
Perflerintahan (Lembaran Negara RetJublik Indonesia Tal111n 2005 Nomor 
49, Tarabahan Lcmbaran Negara Republik lndoaesia Nomor 4503); 

14. Per"turaa Pemcrintab Nomor 56 Tahun 2005 1entru1g Sistem lnformasi 
Kcuungan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambabaa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576); 

I 5. Pcraluraa Pemcrintab Nomor 58 Tahua 2005 ten1ang Pengelolaan Keu,uigan 
Daerah (Lembaran Negara Republik lndoaesia Tabun 2005 Nomor 140, 
Tarobaban Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578}; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ,entang Pedomaa Penyusunan 
daa Pencrapan Staadar Pelayanaa Minimal (Lembarnn Negara Republik 
Indonesia Tabun 2005 Nornor l50, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

17. PcrJtura11 Pemerintah Norn.or 8 tahun 2006 teataag Pelaporan Keuaagan daa 
Kinerja Iastansi Pemerintah (Lembaraa Negara Republik Indonesia 'fahun 
2006 Nomor 25, Tarabahan Lcmbarnn Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 
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18. Peraturan Pemcrintah Nomor 39 Tabun 2007 tenmng Pengclolaan Uiln& 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonsia Tal1un 2007 Nomor 
83 Ta,ubaban Lcmbaran Negara Rcpublik lndonsia Nomor 4783); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahon 2010 1entang Standar Akw1tansi 
Pemerintahan (Lembartm Negara Republik lndonsia Tahun 2010 Nomor 
123 Tainbahan Lcmbaran Negara Republik lndonsia Nomor 5165); 

20. Pcraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tabun 2006 Teotang Pcdomao 
Pengelolrum Keuangao l)aerah, scbagaimana telah diubab dcngao Peranirtm 
Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tcmang Perubahan Kcdua 
Atas Peraturan Menteri Oalarn Negcri Nomor 13 Tabun 2006 Tentang 
Pcdoman Pengelolaan Kcuangan Daerab; 

21. Peraturao Menteri Dalan1 Negeri Nomor 01 Tahun 201 4 1entang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

22. Pcraturan Daerah Kabupatcn Lebong Nomor 13 Tahun 2010 tenrang Pokok­
pokok Pengclolaan Keuaogan Daerah 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANC PENEiMPATAN UANG DAERAH 
PADA BANK OAERAH ATAU BANK UMU.M PEMERJNTAB DALAM 
BENTUK DEPOSITO BERJANCKA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalan, Peramran Bupati ini yang dimaks\ld dcngan : 

I. Daerah adalah Kal>upalcn Lebong 

2. Pemerinlah Daerah adalab Pcmcrintah Kabupatea Lebong; 

3. BupAli adalab Bupati Lebong. 

4. Dinas Pendapalan Pcngel9Jil!lJ1 KWtlllgan dan Aset Oaerah y6ng sclanjumya disebm 
DPPKAD adalal1 Dinas ceknis pendukung mgas Bupati dalam bidang Pengelolaan 
Pendapatan. Keuangan dan Asec l)aerab Kabupatcn Lebong; 

5. Bank Umum Pemerintah adalah bank ·yang mclaksanakan kegiatan usnba secara 
konvensional dan/atau berdo.sarkan prinsip syariab yang dalarn kegiatannya memberikan 
jasa dalarn lalu limas pembayaran, yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh 
PemeriutaM>emerinlah Dae-rah. 

6. Uang Daerah adalah Uiln& yang dikuasai oleh Uendabara Umwn Dacrah. 

7. Bendabara Umum Daerah yang sclanjutnya disingkat BUD adtunb Pcjaba1 Pengelola 
Keuaogan Daerab yang bertindak dalarn kapa.sicas scbagai Bcndahara Umum Daerah. 

8. Rekening Kas Umu.tn Daerah adalah rekening 1empat Penyimpanan Uang Daerah yang 
ditentukan oleb Bupati untuk menampuog seluruh penerimaan l)aerab dan digunakan uutuk 
membayar scluruh Pengeluaran Daer-db pada Bank yang ditetapkan. 

9, D<:posi10 On Call adalah Penempatan Dana Oleh nasabah daJam bemuk simpanun berjangka 
yang penarikannya hanya bisa dilakukan r.nelalui pcmbcricahuan terlebih dahulu sesuai 
kese-pakatan antara nasabah deogan pihak Bank Daerab /Bank Umum Pemerintalt Dan 
simpanan ini yang tetap bcrada di bank selama dep0san tidak membutuhkrumya. 



BAB JJ 
PENEMPATAN UANG DAER,.\FI DALA~f BENTUKOEPOSITO 

P,>s:ol 2 

Mcnennpmkan Uang Daerah dalam benruk Oeposito pada Bank l)aernh Bcngkulu dan/atau IBank 
Umum Pemerinmh, 

Pasal 3 

(1.) Dal(Ul1 hal terjadi kelebihan kas (idle c"slr), BUD dapat menginvcstasikan Uaog Daerah 
dalrun beo,uk Deposito berjangka wakm I (satu) bulan, 3 (tiga) bulan dao 6 (cnam) bulan 
yang dapat diperpanjan_g secant otomatis pada rckcni.ng di Oatl.k Umtuu Pemerintah, unluk 
mempcroleh tnanfoat ckonomi. sosinl dan/atau man.foot Jainnya dan optimalisasi m:mfam 
U.ang Pemcrintah Dae.rah yang digunakorl dan masih terslmpao pada Rekening Giro Kas 
Umum Daerah sepanjang tldak ntenggangu likuiditas Keuangan Daerah. 

(2.) Pelaksanaan lnvestasi Unng Daerah dalani beo1uk Deposito sebagaimana dirnaksu<l pada 
ayat (I) harus dapat dipastikan bahwa PPKD selak')J BUD dapat menarik Uang tcrsebut 
sebagjan atau selumhnya ke Rckening Kas Umwn Daerah pada saa1 diperlukan sebehun 
jatuh tempo. tanpa dikcnakan peoaW . 

(3.) Pcjobat Pengclola Ke11anga11 Daerab (PPKD) selalru llendithara Umum Daerah (Jl.UD) 
melakukao perjanjian dengl!!J bunk yang d i1uctjuk sobclum me;iempa1kan Dana Daerah 
dalam bcntuk Deposito. 

(4.) Pe□erim~1an buuga A,as lnvcstasi Ua.ng, JDacrnh daJam bemuk Dcposico sebagall11ana 
dirnaksud pnda ayat ( l) merupakan Pcndapa,ao Daerab Kabupaten Lebong. 

Pasal 4 

( I.) De_posito yang dilakukan harus remp mcnunjang kelMcaran program Pemt!rinlah Kabupaten 
Lebong pada tahw1 ill\gganin yang sedans, bcrjuhm. 

(2.) Deposito disimpan pada Bank Daerah drullatau Baok Umum Pe,nerintah dengan 
memperhulikan lingkai suku bunga yang kompelilif. 

llAB III 
MEKANIS~fE PENEMPATAN UANG DAERAH l>ALAM. BENTUK OEPOSITO· 

P:1.s:a 15 

(I.) Pejabat Pcngelola Keu~ngan Daerah (PPKD) sclaku Bendahara Umum Daerah (BUD) 
melakukao evaJuasi Anggarao Kas dan renca.na kebutuhan unluk me-nentukan jumlah 
minimum dana yang barus tersedia di rekening Kas Umum Daerah: 

(2.) H1:1sil evaluasi sebagaimana dimaksud pad a a·yat ( I) sebagai das:ar untuk 111enemukaJ1 jumJah 
Uang yang dapn1 didcposilokan. 

(3,) lnveslasi Uang l)aerah dalan, bentuk dcposito sebagaimnna dimaksud dalam Pasal 2 
dilakukan oleh PPKD selaku BUD dengan tel'iebih duhulu membuat perjanj ian ke,jasama 
aocara PPKD selaku BUD dengan !:lank Dacrah drutlatau Hank Umwn Pemerintah dc11ga,1 
persetujuan Bupali. 

(4.) J:.mgka waktn dan besaral) Uang Daerah yang akan diinvcstasikatl dulam bentuk Deposim 
pada Bank Daerah d11l1/atau Bank Umum Pcrncrintah, di.sesuaikan dengan kcmarnpuan dan 
Likuiditas Keuangan DaeraJ1. 

(5.) Atas dasar basil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pejnba1 Pcagclola Keuangan 
Da,erah (PPKD) selakti Bcndalrnra Umum Daernh (BUD) membuat konsep surat Bupati 
untuk menempatkan Uang Milik Pcmcrimah l)aea1h yang semeotara bclum diguna.kan 
dalam bentuk Deposito dengan menerbickan P"craturan Bupati. 



(6.) Penerimaan bunga mas ln,·cstasi Uang Daerah dolam bemuk Deposito long.sung 
di.pindahbukukon ke Rekening Kas Umum Dacrah. 

BAB JV 
P)::LAPORAN 

Pa.cial 6 

BLID Menyampaikon laporan aias Pcngclolrum Dcposito kepada Bupati Lebong setiap awal 
bulan. 

BAB V 
K'ETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Permuran Bupati ini muh:li bcrJaku pada tangg.al diunda.ngkan. 

Agar setlap orang mengetahuinya, mcmcrintahk.an pcngundangan Peraturao Bupali ioi deug.aa 
pencmpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong . 

Ditelapkan di Tubei . 
J>ada tanggal 6-3<,nutlr/ - 2015 
/. BUPATI LEBONG A," 
~ 1.rj{/6'-
~r-
-t. H. ROS.JONS\' Afl 

D1undangkan di Tubei • 
pada tsnggal ,-;lanu~rt - 201 5 

SEKRETARJ S DAERAH 
KABUP A TE:'\-lEBO:SG 

,(~ 
MIRW ~ EFFENDI 

DERITA DAERAH KABUPATEN LEIJONG TAHUN 2015 NOMOR .r?J ... 

PEMERINTAH KA8U?ATEN LEBONG 
JAGl~N ~'S~ml ( ~~ '1.:~J} ~~'L~ CAtRA] 

-~ Ptll~tMtt PRO)UKHUKUft :~ , K.1.BUPAlEN LEBOIIG, 
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